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Penelitian ini mengangkat judul Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap 
pemisahan Anak Kembar Raket di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang 
Kabupaten Sampang. penelitian ini bersifat empiris. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini sebagai berikut, bagaimana pemisahan anak kembar raket di Desa 
Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang? bagaimana analisis 
Kompilasi Hukum Islam terhadap pemisahan anak kembar raket di Desa Paopale 
Laok Kecamatann Ketapang Kabupaten Sampang? 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatatif. Sedangkan dalam menggali 
data penulis mamakai teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah memperoleh 
data selanjutnya penulis mengelola data tersebut dengan proses editing, organizing, 
analyzing. Sebagai konklusi dari penelitian ini, penulis menganalisis semua data 
menggunakan metode induktif. 
Jika ditinjau dari sisi hukum Islam dan hukum positif khusunya Kompilasi 
Hukum Islam yang membahas pengertian hadanah itu sendiri, dengan praktik 
pemisahan pengasuhan anak kembar raket di Desa Paopale Laok Kecamatan 
Ketapang Kabupaten Sampang maka hal tersebut tidak sesui dan menyalahi aturan 
yang berlaku di indonesia. Dalam hukum Islam memang terdapat hukum 
pengasuhan yang disebut dengan istilah hadana, sedangkan dalam hukum positif 
dikenal dengan istilah pemeliharaan anak. Praktik pengasuhan anak dalam Islam 
dan hukum posotif memang diperbolehkan namun harus ada alasan yang sah 
menurut hukum Islam ataupun hukum positif, dan dalam positif pemeliharaan anak 
yang dialihkan kepada orang lain harus disertai dengan penetapan pengadilan. 
Secara spesifik dalam Islam praktik pemisahan pengasuhan anak tersebut 
melanggar hukum fikih tentang hadanah, sedangkan dari hukum positif, secara 
spesifik praktik pemisahan pengasuhan anak kembar tersebut melanggat Kompilasi 
hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Berkaitan dengan penjelasan diatas alangkah lebih baiknya, bahwa setiap 
orang tua tidak semerta-merta dalam menelan mentah-metah sebuah kebiasaan 
yang berkaitan dengan keluarga, khusunya yang bersangkut dengan anak mengenai 
tumbuh kembangnya di masa depang. Penting bagi orang tua dalam memfilter 
segala sesuatu yang akan dilakukan dalam keluarga baik dalam perspektif hukum 
Islam maupun hukum positif. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam sebuah perkawinan, kehadiran seorang anak merupakan pemanis 
dalam rumah tangga, dan merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan, 
karena anak merupakan rezeki dari Allah Swt. yang kehadirannya diharapkan 
oleh setiap pasangan. Seorang perempuan akan mendapatkan gelar baru ketika 
dia mempunyai seorang anak yaitu ibu, begitupun seorang laki-laki akan lebih 
semangat dalam mencari nafkah untuk keluarga ketika dia sudah menjadi 
seorang ayah.1 Hal ini merupakan suatu siklus dalam rumah tangga dan sudah 
menjadi ketentuan Allah Swt. 
Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah Tuhan Yang Maha 
Pencipta, maka dari itu jangan sampai dalam hati kita terbesit ataupun tega untuk 
menyia-nyiakannya dengan cara tidak memperlakukannya dengan baik dan 
tidak memenuhi haknya. Oleh karena itu, ketika Allah menganugrahkan anak 
kepada kita, maka wajib bagi kita untuk melindunginya dan menjaganya sebagai 
amanah dari Allah Swt. Hal itu sudah menjadi  tanggung mereka sebgai orang 
tua dalam memlihara dan menjaga anaknya.  
  
 
1 Fitri Rayani Siregar, “Metode Mendidik Anak dalam Pandangan Islam,” Jurnal IAIN 
Padangsidimouan Forum Paedagogik Vol. 08, no. No. 2. (Juli 2016).  
 
































Orang tua memiliki tanggung jawab besar terhadap pertumbuhan fisik dan 
perkembangan psikis anaknya bahkan lebih dari itu orang tua dianjuran untuk 
menjaga anaknya dari panasnya api neraka.2 Sebagaimana yang telah 
difirmankan oleh Allah Swt. dalam  QS. At- Tahrim : 6  
َعلَيْ  َواْلِحَجاَرةُ  النَّاُس  قُْودَُها  وَّ َناًرا  َواَْهِلْيُكْم  اَْنفَُسُكْم  ا  قُْوْٓ ٰاَمنُْوا  الَِّذْيَن  َها ٰيْٓاَيَُّها 
َ َمآْ اََمَرُهْم َوَيْفعَلُْوَن َما يُْؤَمُرْونَ  ىَِٕكةٌ ِغاَلٌظ ِشدَادٌ الَّ يَْعُصْوَن ّٰللاه
ٰۤ
 َمٰل
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah 
malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada 
Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.3 
Dalam ayat ini memberikan pemahaman bahwa setiap umat muslim yang 
berpasang-pasangan terkhusunya yang termasuk dalam komponen keluarga 
harus bisa saling bekerja sama untuk terhindar dari sentuhan api neraka. Pada 
dasarnya mufakat ulama fikih memiliki pendapat yang sama bahwa merawat dan 
mendidik anak merupakan hak bagi anak dan sautu kewajiban.4 Mengingat 
begitu pentingnya keberadaan dan kedudukan anak dalam keluarga sehingga 
dalam hukum keluarga Islam memberikan peraturan khusus tentang bagaimana 
pola asuh yang baik terhadap anak yang disebut dengan hadanah.  
Pada pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa setiap 
pasanagan suami istri yang telah dikaruaniai seorang anak, maka merekeka 
 
2 Padjrin, “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” Intelektualita Vol. 5, No. 1 
(September 2016), 1. 
3 Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2010), 560.  
4 Rohidin, “Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif  Fikih Dan Hukum Positif,” Jurnal Hukum, No. 
29, Vol. 12. (Mei 2005), 92.  
 
































berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka dari segala 
kebutuhannya mulai dari pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan 
pendidikan agamanya.5 Begitupun dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014  Tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa yang berhak 
merawat anak mereka adalah orang tua kandungnya.6 
Dalam perpektif hukum hak anak memiliki aspek yang universal terhadap 
kepentingan anak. Dalam regulasi hukum, hak anak memberikan gambaran 
tujuan dasar kehidupan manusia dalah membangun manusia yang memegang 
teguh ajaran agama.7 
Sebagaima yang sudah termaktub dalam berbagai peraturan perundang-
undang yang dalam esensinya mengatakan bahwa setiap anak-anak di tanah air 
Indonesia merupakan di bawah naungan Pemerintah Negara Republik Indonesia 
dan berada dalam perlindungan hukum, maka jika terjadi pelanggara dan 
penistaan atas hak-haknya, sekalipun orang tua, pihak yang mengasuh, ataupun 
orang lain maka dapat dikenakan sanksi.8 
 
5 Tim Redaksi Nusantara Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV. Nuasnsa Aulia, 2015), 23.  
6 Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Jakarta: t.p., 2014). 
7 A. Hasyim Nawawie, “Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak dari Perkawinan Tidak 
Tercatat (studi di Pengadilan Agama Tulungagung),” Ahkam: Jurnal Hukum Islam Vol. 3, no. 1 
(Juli 2015).  
8 Solihin Ichas Hamid, “Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak dalam Menyongsong Indonesia 
Emas 2045,” Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 06, No. 1 (Maret, 2018). 
 
































Dalam hukum Islam dan hukum positif mengatur dengan cukup jelas 
tentang hal yang berkaitan dengan tumbuh kebang anak, karena memang, anak 
adalah generasi yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Seperti halnya yang 
dikatakakan oleh Bung Karno “seribu orang tua bisa bermimpi namun satu orang 
pemuda bisa mengubah dunia”9 Apa yang disampaikan oleh beliau akan menjadi 
sebuah kenyataan jika semua lapisan masyarakat ikut berperan aktif dalam 
mewujudkannya, yakni mencetak anak bangsa yang berkualitas. Hal ini harus 
kita mulai dari struktur  terkecil dalam negara yakni keluarga yang memang 
menjadi tarbiyat al-u>la> bagi setiap anak-anak dalam tumbuh kembang 
mereka. 
Namun fakta di masyarakat Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang 
Kabupaten Sampang memberikan sebuah gambaran yang kurang   
mengindahkan terhadap harapan presiden pertama tersebut, mengingat cara 
mendidik dan pola asuh di kalangan masyarakat menengah ke bawah sangat 
memegang teguh pola asuh orang tua yang mendahului mereka. Cara yang 
mereka gunakan lebih kepada taklid buta, tanpa mengetahui hukum dari 
perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu mereka menganggap apa yang 
mereka lakukan sekarang, sudah diaplikasikan oleh sesepuh mereka dan 
berdampak positif dalam kelangsungan hidup mereka. 
 
9
 Triveni Putri, “seribu orang tua bisa bermimpi namun satu orang pemuda bisa mengubah dunia” 
http://kependudukan.ukm.unair.ac.id/2017/11/10/seribu-orang-tua-hanya-dapat-bermimpi-satu-
orang-pemuda-dapat-merubah-dunia/, diakses pada 12 Maret 2021. 
 
































Di Desa Paopale Laok Kecamatann Ketapang Kabupaten Sampang, di 
daerah tersebut terdapat sebuah kasus yang sangat unik pasalnya terdapat sebuah 
kepercayaan masyarakat yang memang sangat bertentangan dengan hukum 
Islam dan  Undang-Undang. Masyarakat di desa tersebut memiliki kepercayaan 
jika terdapat pasangan suami istri melahirkan anak kembar raket (kembara tidak 
identik) maka salah satu dari anak kembar tersebut harus dipisah dengan cara 
menjual salah satu anak kembar tersebut. 
Kembar raket atau kembar nonidentik atau kembar dizigotik berkembang 
dan mempunyai dua kantung ketuban serta dua plasenta yang terpisah serta 
pendukung lainnya. Bayi kembar ini berasal dari dua sel telur yang dibuahi oleh 
dua buah sperma, sehingga kembar raket akan memiliki kemunkinan lebih besar 
untuk berbeda jenis kelamin bahkan tidak mirip sama sekali seperti saudara yang 
lahir dari kehamilan yang berbeda.10 
Tradisi yang seperti ini sudah lama terjadi di daerah tersebut, karena 
kronologi di masyarakat mengatakan jika anak kembar raket tersebut tidak 
dipisahkan dengan cara menjualnya, maka salah satu anak tersebut akan 
meninggal dan bisa jadi dua-duanya. kronologi tersebut membuat masyarakat 
sangat percara terhadap tradisi yang sudah turun termurun dilakukan itu dan 
pasti akan melakukan pemisahan anak kembar raket dengan cara menjaualnya 
kepada dukun beranak maupun orang lain. 
 
10 Fadhila Afifah, “Kembar raket dan kembar identik apa saja perbedaaanya ?” dalam 
https://id.theasianparent.com/kembar-raket/, diakses pada 10 Maret 2021. 
 
































Dengan terjadinya pemisahan tersebut hak-hak yang harus didapatkan oleh 
anak akan secara otomatis terputus, mengingat ketika sudah dalam asuhan orang 
yang memebeli salah satu anak kembar itu, maka ibu kandung dari anak dibatasi 
sehingga pemenuhan kebutuhan anak seperti asi, kasih sayang dari orang tua 
kandung terputus. Pola asuh yang seperti ini akan terus berlanjut sampai anak 
bernjak dewasa. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka tertarik dengan penelitian ini, 
akan disusun sebuah skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum 
Positif  terhadap Tradisi  Pemisahan Pengasuhan Anak Kembar Raket di Desa 
Paopale Laok Kecamatann Ketapang Kabupaten Sampang”. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 
diidentifikasikan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penyusunan 
skripsi ini antara lain: 
1. Tradisi  pemisahan pengasuhan salah satu anak kembar raket di Desa Paopale 
Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang 
2. Teori ‘urf  dan hadanah  dalam hukum Islam 
3. Tradisi pemisahan pengasuhan anak raket dari aspek hukum Islam, di Desa 
Paopale Laok Kecamatann Ketapang Kabupaten Sampang 
4. Tradisi pemisahan pengasuhan anak raket dari aspek hukum positif, di Desa 
Paopale Laok Kecamatann Ketapang Kabupaten Sampang 
 
































Dari identifikasi masalah yang ditemukan, maka dalam hal ini peneliti perlu 
kiranya memberi batasan-batasan supaya dalam permbahasan analisis hukum 
Islam dan hukum Positif terhadapa tradisi menjual anak kembar raket di Desa 
Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang ini tidak meluas. 
Adapun yang menjadi batasan malah ini adalah sebgai berikut : 
1. Pemisahan anak kembar raket di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang 
Kabupaten Sampang 
2. Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap pemisahan anak kembar raket 
dengan di Desa Paopale Laok Kecamtan Ketapang Kabupaten Sampang. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam 
skripsi ini antara lain : 
1. Bagaimana pemisahan pengasuhan anak kembar raket di Desa Paopale Laok 
Kecamatann Ketapang Kabupaten Sampang? 
2. Bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap anak kembar raket di 
Desa Paopale Laok Kecamatann Ketapang Kabupaten Sampang? 
 
D. Kajian Pustaka  
Bagian yang tidak kalah penting dalam kseluruhan metode penelitian adalah 
Kajian pustaka. Cooper dalam Creswell mengemukakan bahwa dalam kajian 
pustaka memiliki beberapa tujuan antara lain : memberikan informasi kepada 
 
































pembaca tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan 
penelitian yang dilakukan pada saat ini, memberikan konneksivitas penelitian 
dengan literatur-literatur yang ada, serta mengisi kekurangan-kekurangan 
penelitian-penelitian terdahulu.11 : 
1. Skripsi Karisma Andam Dewi dengan judul “Pola Pengasuhan Orang Tua 
terhadap Anak Kembar di Kecamatann Tambakromo Kabupaten Pati” 
konklusi dari penelitian ini menjelaskan bahwa orang tua memang sangat 
berperan penting dalam pembentukan karakter seorang anak oleh karena itu 
pola asuh yang diterapkan di Desa tersebut lebih dominan pada pola asuh 
demokratis dan otoriter kepada anak-anak kembar mereka 
2. Skripsi Tio Ade Taufiqurrahman dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua yang Bekerja (Studi Kasus 
di Desa Moronyamplung Kecamatann Kembangbahu Kabupaten 
Lamongan)” kesimpulan dari penelitian ini, bahwa dalam hukum Islam 
penitipan anak bisa disebut sebagai ‘urf serta jika ditarik sebuah kesimpulan  
berdasarkan dari pengertian, hukum dari ‘urf serta kewajiban orang tua 
kepada anak terhadap penitipan anak di Desa Moronyamplung dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penitipan anak tersebut tidak dibenarkan, mengingat 
kedua orang tua tergolong mampu sehingga istri tidak perlu ikut bekerja, dan 
 
11 Tio Ade Taufiqurrahman, “Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak terhadap Praktik Penitipan Anak Oleh Orang Tua yang Bekerja : Studi Kasus 
Di Desa Moronyamplung Kecamatann Kembangbahu Kabupaten Lamongan” (Skripsi-Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 9. 
 
































dilain sisi orang tua anak, mereka tidak memberikan upah kepada orang yang 
dititipkan untuk mengasuh anak mereka, pun peneliti menambahkan jika 
orang tua masih ingin menitipkan anaknya maka harus adanya upah, serta 
harus pula bagi orang tua untuk meluangkan waktunya untuk menjenguk 
anaknya. 
3. Skripsi Safira Diannisa dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum 
Positif tentang Pengasuhan Anak dan Penempatan Anak Pada Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak Putri ‘Aisyah II Kebonsari Surabay” dalam 
kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti menjelaskan bahwa lembaga yang 
menjadi tempat penitipan yang merupakan salah satu objek penelitian dapat 
memberikan pengaruh yang baik serta tumbuh kembang anak dimasa depan. 
Analisis hukum positif telah menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 
12 tahun merupakan hak seorang ibu, dan jikalau sudah mumayiz disarankan 
kepada anak untuk memilih. Sedangkan analisis hukum Islam praktek 
penitipan anak diperbolehkan dengan syarat orang yang mengasuh 
berperilaku baik dan jujur, serta praktik tersebut dilakukan hanya dalam 
waktu tertentu bukan untuk selamanya.  
Dari beberapa penelitian skripsi di atas lebih mendeskripsikan tentang 
penitipan anak di suatu lembaga serta bagaimana legalitas tentang adanya 
praktik penitipan anak tersebut ketika ditinjau dari hukum Islam dan hukum 
positif. Skripsi yang akan dibahas kali ini, akan mengkaji sebuah kasus yang 
terjadi di masyarakat berdasarkan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan. 
Serta spesifik kajian yang akan ditulis dalam skripsi ini yaitu tentang tradisi 
 
































pemisahan anak kembar tersebut dengan pisau analisis hukum Islam tentang 
hadanah dan hukum hukum positif pada pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum 
Islam. 
 
E. Tujuan Penelitian  
Perumusan tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan yang telah 
dicantumkan dalam rumusan masalah, adapun tujuan yang ingin dicapai pada 
penelitian ini antara lain : 
1. Untuk mengetahui tradisi memisahkan anak kembar raket dengan cara 
menjualnya di Desa Paopale Laol Kecamatann Ketapang Kabupaten 
Sampang 
2. Untuk menjawab tradisi pemisahan pengasuhan anak kembar raket dari sudut 
pandang hukum Islam dan hukum positif di Desa Paopale Laok Kecamatan 
Ketapang Kabupaten Sampang 
  
 
































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari permaslah kasus yang penliti kaji ini diharapkan memberikan nilai 
positif dan progresifitas yang baik bagi pembaca, terlebih untuk penulis sendiri. 
Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk memperbaiki kekuranga yang terdapat di 
dinia sosial masyarakat, demi terciptanya sebuah kemaslahatan dalam 
menjalankan  syariat hukum Islam mapun Kompilasi Hukum Islam.  Sedangkan 
tujuan umum dibuatnya penelitian ini ditinjau dari dua aspek, diantaranya: 
1. teoritis, dengan adanya penelitian ini kami berharap dapat memberikan 
pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam dan hukum 
positif khusunya dalam bidang pemisahan pengasuhan anak kembar raket, 
sehingga timbul rasa kesadaran untuk meninggalakan sesuatu yang 
bertentangan dengan ajaran  hukum Islam dan hukum positif, serta 
meningkatkan  pengetahuan dalam keluarga demi terciptanya kesejahteraan 
dan keharmonisan keluarga terkhusunya bagi anak. Kami juga berharap 
semoga masyarakat dapat berfikir luas terkait pasal 77 ayat (3) Kompilasi 
Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindunga 
Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pegasuhan Anak, serta lebih bijak lagi dalam memilih ajaran yang 
diperbolehkan dan meninggalkan perlahan yang dilarang oleh Islam maupun 
hukum positif. 
2. Praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada seluruh komponen 
masyarakat agar menjadikan skripsi  ini sebagai pedoman untuk lebih 
konstruktif lagi dalam bertindak, menelaah dan memfilter tradisi yang ada di 
 
































masyarakat, khususnya masyarakt di Desa Ketapang Laok Kecamatan 
Ketapang Kabupaten Sampang, serta lebih menelaah lagi sebab dan akibat 
yang akan ditimbulkan, sehingga tidak ada perbuatan yang melanggar hukum 
positif maupun hukum Islam. Pun dalam urusan ubudiah kita akan mendapat 
rida dari Allah Swt.  
 
G. Definisi Operasional 
pada penelitan dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif 
Terhadap Tradisi Pemisahan Pengasuhan Anak Kembar Raket di Desa Paopale 
Laok Kecamatann Ketapang Kabupaten Sampang” akan dideskripsikan secara 
detil pengertian variabel-variabel judul yang tertera pada judul penelitian, guna 
menghindari kesalah pahaman dari  pengertian yang kami maksud. 
Kompilasi Hukum Islam adalah Inpres nomor 1 tahun 1991 yang membahas 
tentang pengasuhan anak. 
Pengasuhan merupakan perbuatan merawat anak, menjaga anak, 
memelihara anak yang dilakukan oleh dua piahak diantaranya: pertama, orang 
tua kandung. Kedua, adalah dukun beranak. 
Anak kembar yaitu anak yang dilahirkan secara kembar berjenis kelamin 
laki-laki dan perempuan yang berusia antara 0-12 tahun  
Hukum positif yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang masalah 
 
































pengasuhan anak, diantara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2914 Tentang Perlindungan anak. 
Pemisahan Pengasuhan merupakan memberikan salah satu anak kembar 
raket untuk diasuh oleh orang lain, demi tercapainya tujuannya yang diinginkan 
Raket merupakan istilah  medis yang dikhususkan pada bayi yang lahir 
dengan perbedaan jenis kelamin atau istilah di Madura  kembhâr laké’ biné’.12 
 
H. Metode Penelitian 
Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah : 
1. Data yang dikumpulakan 
a. Tentang pemisahan anak kembar raket Kompilasi Hukum Islam. 
b. dampak-dampak yang diakibatkan karena permisahan pengasuhan anak 
kembar raket 
c. Peraturan-peraturan tentang hadanah dalam Kompilasi hukum Islam  




12 Muhri Mohtar, Kamus Madura-Indonesia Kontemporer, 06. (Bangkalan: Yayasan Arraudlah, 
2016), 17-126.  
 
































2. Sumber data 
a. Sumber primer 
Sumber data primer merupakan sumber yang diperoleh dari lapangan. 
Sumber-sumber tersebut adalah : 
1) Orang tua si anak kembar 
2) Pemangku adat 
3) Tokoh masyarakat 
4) Masyarakat setempat 
b. Sumber sekunder 
Sumber sekunder merupakan buku-buku atau kajian pustaka yang 
menyangkut tentang pengasuhan anak antara lain : 
1) Al-Qu’an dan Hadis 
2) Muh}ammad ‘Abdu al-Sala>m Sha>hi>n, H}a>shiyatu Al-Shaikh 
Ibra>hi>m Al-Baiju>ri>: al- juz’u al-tha>ni>, Bayru>t: Da>ru al-
Kutub al-Isla>miyyah, 1971. 
3) Rohidin, “Pemeliharaan Anak dalam Perspektif  Fikih dan Hukum 
Positif”, Jurnal Hukum, Vol. 12. No. 29 Mei, 2005. 
4) Tim Redaksi Nusantara Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. 
Nuasnsa Aulia, 2015), 
5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 
Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak 
7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan 
 
































8) Fitri Rayani Siregar, “Metode Mendidik Anak dalam Pandangan Islam”, 
Forum Paedagogik, Vol. 08 No. 2 Juli, 2016. 
9) A. Hasyim Nawawi, “Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Anak 
dari Perkawinan Tidak Tercatat : Studi di Pengadilan Agama 
Tulungangung”, Ahkam, Vol. 3, No. 1 Juli, 2015. 
10) Solihin Ichas Hamid, “Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Dalam 
Menyongsong Indonesia Emas 2024”, Cakrawala Dini, Vol. 5. No. 1 
Mei, 2015. 
11) Fadhila Afifah, “Kembar raket dan kembar identik apa saja 
perbedaaanya ?” dalam https://id.theasianparent.com/kembar-raket/, 
diakses pada 10 Maret 2021. 
12) Abu Khalid, Kamus Arab Al-Huda: Arab - Indonesia, Surabaya: Fajar 
Mulya, t.t. 
3. Teknik pengumpulan data 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 
a. Wawancara 
Dalam penelitian kali ini, pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu 
menggunakan teknik  wawancara dengan beberapa informan yang 
berkaitan dengan  objek penelitian yang dilakukan. Informan yang akan 




































1) Orang tua anak kembar,  
2) Pemangku adat 
pemangku  adat yang dimaksudkan adalah orang yang faham atau 
penggiat tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal ini 
informannya adalah dukun beranak dan orang-orang sepuh di Desa 
Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. 
3) Tokoh masyarakat 
tokoh masayarakat yang dimaksud adalah kiai, ustaz, kepada desa, 
bajingan. 
4) Masyarakat setempat 
masyarakat setempat yang dimaksud adalah masyarakat pada 
umumnya 
b. Dokumentasi  
dokumentasi yang akan dikumpulkan yaitu literatur-literatur yang 
berkaitan dengan objek penelitian yang kami lakukan, Al-Qur’an dan 
Hadis, kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undan Nomor 
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang, dan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Tentang 
Pelaksanaan Pengasuhan Anak. 
4. Teknik pengelolaan data 
Peneliti melakukan pengelolaan data dengan metode sebagai berikut : 
a. Editing, yaitu proses pememeriksaan kembali semua data-data yang 
didapatkan dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai 
 
































segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, 
keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.13 Teknik ini 
peneliti menggunakannya untuk memeriksa kelengkapan data yang sudah 
peneliti peroleh, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber  studi 
dokumentasi. 
b. Organizing, merupakan teknik dalam mengatut dan menyusun data 
sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh gambaran 
yang sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan 
masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh. Peneliti berharap 
dengan menggunnakan teknik ini peneliti dapat memperoleh gambaran 
mengenai tradisi permisahan anak kembar raket dengan cara menjualnya 
di Desa Paopale Laok Kecamatann Ketapang Kabupaten Samapng. 
c. Analyzing, merupakan teknik yang digunakan untuk memberikan analisis 
lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang sudah didapatkan 
oleh peneliti  melalui sumber-sumber penelitian serta menggunakan teori 
dan hujjah-hujjah lainnya, sehingga diperoleh sebuah konklusi.14 
  
 
13 Chalid Narbukodan abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.  
14
 Ibid., 195. 
 
































5. Teknik analisis data 
Teknik analisis data merupakan metode untuk pengorganisasian data ke 
dalam katergori serta menjabarkannya dalam unit-unit dan melakukan 
sintesa pada data yang diperoleh.15 Pada saat data-data yang diperluka sudah 
terkumpul, selanjutnya metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam 
menganalisis data yang sudah terkumpul dengan metode induktif. Yaitu 
dengan mendeskripsikan fakta-fakta dan kenyataan yang diperoleh dari 
penelitian, lalu peneliti akan menarik sebuah kesimpulan  tentang kasus 
tradisi pemisahan anak kembar raket denagn cara menjualnya di Desa 
Paopale Laok Kecamatann Ketapang Kabupaten Sampang.  
 
I. Sistematika Pembahasan 
Supaya dalam penyusunan skripsi ini dapat terarah sesuai dengan apa yang 
direncanakan dan diharapkan peneliti, maka disusunlah sistematika sebagai 
berikut : 
Bab pertama, yaitu bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 
dan sistematika pembahasan. 
  
 
15 Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 244.  
 
































Bab Kedua berisi tentang landasan teori dalam hukum Islam dengan 
sesifikasi pembahasannya mengenai hak hadanah bagi anak yang dipisahkan di 
Desa Paopale Laok dan teori hukum positif yang membahas tentang hak-hak 
anak. 
Bab ketiga berisi tentang kronologis adanya tradisi pemisahan anak kembar 
raket denagn cara menjualnya yang berakibat pada putusnya hak hadanah bagi 
anak kembar raket di Desa Paopale Laok Kecamatann Ketapang Kabupaten 
Sampang. 
Bab keempat merupakan hasil analisi penelitian, dalam bab ini adalah isi 
dari analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan hukum Islam dan hukum 
positif terhadap tradisi pemisahan anak kembar raket denagn cara menjualnya di 
Desa Paopale Laok Kecamatann Ketapang Kabupaten Sampang. 
Bab kelima adalah penutup. Dalam bab ini terdapat dua sub-bab yang 
berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan bab terakhir dalam 
penyusunan penelitian
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BAB II 
HADANAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM 
 
A. Hadanah Dalam Kompilasi Hukum Islam 
1. Pengertian hadanah dalam dalam Kompilasi Hukum Islam 
Dalam Kompilasi Hukum Islam “terdiri dari 229 pasal dengan distribusi 
yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi terbesar adalah pada 
buku hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan, dan yang paling 
sedikit adalah hukum perwakafan. Dengan demikian hukum perkawinan 
terdiri dari 19 bab dan meliputi 170 pasal.16 Aturan tersebut didistribusikan 
dan disahkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) tahun 1991. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pemeliharaan 
anak terdapat pada bab XIV mulai dari pasal 98 sampai pada pasal 112. 
Dalam pasal-pasal tersebut mengatur hak-hak yang seharusnya didapatkan 
oleh anak. Diantara beberapa pasal yang terdapat dala Kompilasi Hukum 
Islam yaitu pada pasal 104 ayat (2) bahwa kurun waktu penyusuan yang 
dilakukan kepada anak adalah dua tahun, namun apabila ingin dilakukan 
penyapihan pada anak tersebut sebelum masa 2 tahun maka diperbolehkan 
berdasarkan izin dari orang tua kandung anak tersebut. 
 
16 Ibid., 26. 
 































   
 
Jika kita menelaah bersama terhdapa mayoritas pasal-pasal yang 
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk suatu 
perlindungan hukum prefentif, yaitu memberikan perlindungan pencegahan 
terhadap hal-hal buruk yang akan terjadi pada anak dalam masa tumbuh 
kembangnya. 
Term kompilasi diambil dari bahasa latin compilare yang kemudian 
berkembang menjadi compilatioan dalam bahasa Inggris dan compilatie 
dalam bahasa Belanda. 
Berdasarkan kutipan di atas Abdurrahman menjelaskan bahwa 
kompilasi itu adalah pengumpulan dari berbagai tulisan yang diambil dari 
buku dan tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. pengumpulan tersebut 
diambil dari berbagai sumber serta dibuat oleh beberapa pengarang yang 
berbeda, guna ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan 
ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.17 
Pada pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam juga menyinggung 
tentang hadanah, pada pasal tersebut dijelaskan bahwa “Suami isteri 
memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, 
baikmengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan 
pendidikan agamanya”.18 hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa hak 
pengasuhan anak adalah sepenuhnya tanggung jawab orang tua kandungnya, 
bahkan sekalipun seorang istri dalam keadaan nusyuz, hal tersebut tidak 
 
17 Aristi, “Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10 (1 Januari 2012), 24-25. 
18 Tim Redaksi Nusantara, Kompilasi Hukum..., 23. 
 































   
 
menggugurakan kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah lahir 
batin kepada seorang anak. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa batas anak 
dianggap sudah dewasa ketika sudah berumur 21 tahun, selama anak tersebut 
tidak dalam kondisi cacat mental maupun fisik, dan belum pernah 
melangsungkan perkawinan. Orang tua secara otomatis menjadi wali dari 
segala perbuatan hukum yang bersangkutan dengan pengadilan ataupun 
diluar pengadilan. Jika dalam pengasuhan anak orang tua merasa tidak 
mampu, maka pengadilan dapat menunjuk salah satu kerabat terdekat yang 
dirasa mampu dalam menunaikan kewajiban tersebut.19 
Secara sedangkan dalam hukum syariat Islam secara etimologi, hadanah 
berasal dari bahasa Arab, dan merupakan derivasi dari kata h}ad}ana-
yah}d}unu-h}ad}nan, yang artinya adalah memeluk, merangkul, merawat, 
dan mengasuh.20 Hadanah secara etimologi merupakan kata yang diambil dari 
h}id}nun yang artinya adalah lambung hal ini dikarekan ketiak seseorang 
menggendong anak, dia akan meletakan anak tersebut pada lambungnya.21 
Secara terminologi, ulama fikih memberikan berbagai definisi tentang 
pengertian dari hadanah sendiri, di antara beberapa definisi tentang hadanah 
tersbut disampaikan oleh Sayyid Sabiq bahwa, hadanah merupakan 
 
19 Ibid., 24. 
20 Abu Khalid, Kamus Arab Al-Huda: Arab - Indonesia (Surabaya: Fajar Mulya, t.t.), 118.  
21 Muh}ammad ‘Abdu al-Sala>m Sha>hi>n, H}a>shiyatu al-Shaykh Ibra>hi>m al-Bayju>ri>: 2>, 
(Bayru>t: Da>ru al-Kutub al-Isla>miyyah, 1971), 326. 
 































   
 
pengasuhan yang dilakukan terhadap anak kecil baik laki-laki maupun 
perempuan atau sudah sepuh, atau yang belum mumayiz, sehingga belum bisa 
membedakan antara yang baik dan buruk, memiliki keterbatasan mental, 
belum mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan belum bisa mengerjakan 
sesuatu secara mandiri, serta belum bisa melindungi dirinya sendiri dari 
sesuatu yang bisa membahayakan darinya, mendidik serta mengasuh, baik 
fisik, mental dan akal sampai bisa mengerjakan segala sesuatu secara mandiri 
dan mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggug jawab. 
Hadanah juga diartikan sebagai pengasuhan terhadap anak kecil untuk 
mendidik dan mengurus segala urusannya.22 
Menurut ulama ulama mazhab Syafii mengartikan hadanah sebagai, 
proses dimana soseorang melakukan pengasuhan atau mendidik sesorang 
yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri terhadap segala sesuatu yang dapat 
memberinya kemaslahatan, dan juga menjaukan dirinya dari dari segala 
sesuatu yang dapat membahayakan dirinya, meskipun orang tersebut terlah 
dewasa. seperti membantu dalam segala perbuatannya yakni mencucikan 
pakaiannya, memberikan minyak pada rambutnya, dan lain-lain. Serta 
menggendong anak dan mengayunkannya supaya cepat tidur, juga termasuk 
dalam pengertia hadanah menurut ulama mazhab Syafii. 
Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi hadanah adalah usaha dalam 
pengasuhana anak yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hak untuk 
 
22 Wafda Firyal, “Pemberian Hak Hadanah kepada Ibu Tiri dalam Putusan Pengadilan Agama 
Sidoarjo Nomor: 0763/Pdt.g/2018/Pa.sda Perspektif Maslahah Mursalah,” Jurnal of Islamic Family 
Law 09, No. 1 (Juni 2019), 237. 
 































   
 
mengasuh.23 Yang pada intinya seluruh ulama fukaha bersebakat bahwa yang 
dimaksud dengan hadanah dalam Islam merupakan pemeliharaan ataupun 
pengasuhan terhadapa anak. 
2. Dasar Hukum Hadanah  
Pengasuhan anak atau hadanah dalam Islam buakan hanya sebatas 
merawat anak dalam segi fisik ataupun psikis yang bersifat duniawi, 
melainkan merawat mereka dari hal-hal yang bersifat ukhrawi. Allah 
berfirman dalam Q.S at-Tahrim ayat 6 : 
ا اَْنفَُسُكْم َواَْهِلْيُكْم نَاًرا  قُْودَُها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ َعلَْيَها ٰيْٓاَيَُّها الَِّذْيَن ٰاَمنُْوا قُْوْٓ وَّ
َ َمآْ اََمَرُهْم َويَْفعَلُْوَن َما يُْؤَمُرْونَ  ىَِٕكةٌ ِغاَلٌظ ِشدَادٌ الَّ يَْعُصْوَن ّٰللاه
ٰۤ
 .َمٰل
Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya 
adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka 
kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.24 
 
Pada dasarnya, ulama memberikan hak hadanah lebih diutamakan 
kepada ibu, hal ini dikhususkan bagi anak kecil yang belum mumayiz. 
Memang tidak ada penjelasan khusus dalam Al-Qur‘an mengenai dasar 
hukum dari pendapat tersebut, namun pada ulama menggunakan ayat tentang 
penyusuan dan menagaitkannya dengan hak ibu dalam memelihara anak yang 
masih kecil berdasarkan firman Allah Q.S Albaqarah ayat 233 :25 
 
23 Achmad Muhajir, “Hadanah dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan 
Rumah),” SAP (Susunan Artikel Pendidikan) 2, No. 2 (December 5, 2017), 166. 
24 Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2010), 560.   
25 Zanariah binti Noor, “Agama dan Akhlak: Sato Analisa Kelayakan Pengasuh dalam Kes 
Hadanah,” Jurna/ Syariah 12, No. 1 (2004), 45-46.  
 































   
 
َضاَعةَ ۗ َوَعلَى  َواْلٰوِلٰدُت يُْرِضْعَن اَْواَلدَُهنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن ِلَمْن اََرادَ اَْن يُِّتمَّ الرَّ
رَّ اْلَمْولُْوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ ِب  اْلَمْعُرْوِفۗ اَل تَُكلَُّف َنْفٌس ااِلَّ ُوْسعََها ۚ اَل تَُضاٰۤ
َواِلدَةٌ ِۢبَولَِدَها َواَل َمْولُْودٌ لَّهُ ِبَولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل ٰذِلَك ۚ فَِاْن اََرادَا فَِصااًل َعْن 
ْنُهَما َوتََشاُوٍر فَاَل ُجَناَح َعلَْيِهَما َۗواِْن  ا اَْواَلدَُكْم فَاَل تََراٍض م ِ اََرْدتُّْم اَْن تَْستَْرِضعُْوْٓ
َ بَِما تَ  ا اَنَّ ّٰللاه َ َواْعلَُمْوْٓ آْ ٰاتَْيتُْم ِباْلَمْعُرْوِفۗ َواتَّقُوا ّٰللاه ْعَملُْوَن ُجَناَح َعلَْيُكْم اِذَا َسلَّْمتُْم مَّ
 َبِصْيرٌ 
Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung 
makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak 
dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu 
dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat 
menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan 
dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila 
kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa 
bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. 
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 
 
Pada dasarnya proses penyusuan melibatkan anak kecil yang masih 
belum menginjak dua tahun, sehingga tanggung jawab ini dilaksanakan oleh 
seorang ibu. Dengan ini bisa disimpulkan bahwa pengasuhan anak yang 
masih kecil khususnya bagi anak yang masih dalam penyusuan, lebih 
diutamakan untuk dirawat ataupun diasuh oleh sang ibu.26 
3. Syarat-syarat hadanah 
Pengasuhan seorang anak merupakan perbauatan yang sangat luhur dan 
mulia, tentunya hal ini akan sulit tercapai, jika proses pengasuhan dilakukan 
secara sembarangan ataupun dilaksanakan oleh orang yang kurang layak. 
Oleh karena itu terdapat sebuah persyaratan sebagai salah satu satandar dalam 
menentukan pemegang hak pengasuhan anak. 
 
26 Zanariah, Agama dan Akhlak ..., 46. 
 































   
 
Imam Taqiyuddin memberikan persyaratan, bahwa pemegang hak asauh 
anak harus berakal sehat, merdeka, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, 
beragama Islam, dan bertempat tinggal. Syarat yang dikemukakan oleh Imam 
Taqiyuddin tidak jauh berbeda dengan syarat yang dikemukakan oleh Sayyid 
Sabiq, hanya saja Sayyid Sabiq tidak menjadikan tempat tinggal menjadi 
salah satu syarat dalam pemegang hak asuh anak. 
Tempat tinggal memang perlu diperhatikan, karena lingkungan akan 
mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jika seorang anak dibesarkan dalam 
lingkungan baik, agamis, dan penuh dengan nilai-nilai keislaman, maka anak 
tersebut besar kemungkinan akan menjadi orang yang miliki perangai dan 
sikap yang baik pula. 
Dari beberapa pendapat yang mengemukakan tentang syarat hadanah, 
ada juga yang mengemukakan unsur kafaah sebagai salah sartu syarat, artinya 
calon pemegang hadanah harus mempunyai martabat yang sepadan dengan 
kedudukan anak. hal ini dilakukan, guna memberikan pengaruh yang baik 
bagi anak dalam perkembangannya, baik dari segi raga dan jiwa anak.27 
4. Pihak-pihak yang berhak melakukan hadanah 
Adapun urutan orang-orang yang berhak mengasuh seorang anak yang 
belum mumayiz menurut para ulama antara lain : 
a. Ibu dari anak kandung anak 
b. Nenek dari ibu kandung dan garis keturunan ke atas 
 
27 Achmad Muhajir, “Hadanah dalam Islam (hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan 
Rumah),” SAP (Susunan Artikel Pendidikan) Vol. 02 No. 2 (December, 2017), 166-167. 
 































   
 
c. Ayah kandung anak 
d. Nenek dari ayah kandung dan garis keturunan ke atas 
e. Ibu dari kakek menurut garis keturunan ibu 
f. Ibu dari kakek menurut garis keturunan ayah 
g. Para saudara perempuan, berdasarkan garis keturunan ibu 
h. Para saudara perempuan, dari garis keturunan ayah.28 
 
B. Teori Penunjang Dalam Hukum Positif  Tentang Hadanah 
1. Pengertian hukum positif 
Hukum positif sering juag disebut sebagai ius constitutum, yang artinya 
adalah hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sampai sekarang di suatu 
tempat atau negara. Indonesia merupakan sebuah negara yang lebih condong 
menganut sistem civil law dengan dasar atau landasan hukumnya 
menggungakan perundang-undangan, kebisanaan dan yurisprudensi. maka 
dari itu bisa dikatakan berbagai peraturan yang berada di masyarakat di 
antaraya agama, adat dan norma kesusilaan juga bagian dari hukum 
Indonesia. meskipun begitu, Indonesia merumuskan sendiri peraturan yang 
berlaku bedasarkan TAP MPR Nomor. III/ MPR/ 2000 di antaranya : 
a. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali 
sejak 19 Oktober 1999 
 
28 Hazar Kusmayanti and M. Abdurrasyid Fadhil, “Praktik Beralihnya Hadanah kepada Kakek Atau 
Nenek Menurut Konsep Hukum Islam” Vol. 5, no. 2 (Desember 2020): 9. 
 































   
 
b. Ketetapan MPR 
c. UU yang dibuat DPR bersama presiden untuk melaksanakan Undang-
Undang Dasar 1945 
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
e. Keputusan Presiden 
f. Peraturan Daerah 
Pada dasarnya hukum yang berlaku di Indonesia ada dua, yaitu hukum 
Islam yang berlaku secara normatif dan hukum yang berlaku secara 
yuridis. hukum Islam merupakan peraturan yang berkaitan dengan ketuhan 
atau bisa disebut dengan h{ablum minalla>h, pada dasarnya memiliki sifat 
normatif dan juga memiliki sanksi berupan sanksi kemasyaraktan. 
Sedangkan hukum yang bersifat yuridis adalah hukum yang mengatur 
hubungan manusia dengan manusia dan benda di dalam masyarakat, yang 
mana indonesia sudah mengakomodir hal ini dalam beberapa undang-
undangnya.29 
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
Anak yang sah dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mereka yang 
dilahirkan dalam perkawinan yang sah. sedangkan anak yang dilahirkan di 
luar perkawinan, hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan 
keluarga ibunya. 
 
29 Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, dan Pandangan 
Ulama,” Jurnal Hukum Novelty Vol. 08, no. 2 (Agustus 2017), 157.  
 































   
 
Kedua orang tua berkewajiban dalam memelihara dan mendidik 
anaknya sebaikbaiknya. kewajiban ini harus terus dilakukan oleh orang tua 
meskipun mereka telah berpisah, sampai anak tersebut menikah atau dapat 
berdiri sendiri. 
Dalam Undag-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan anak adalah mereka yang masih belum mencapi umur 18 tahun dan 
belum pernah melangsungkan perkawinan maka segala sesuatu yang 
berkaitan dengan pemeliharaan atau pengasuhan anak masih dalam 
tanggungan orang tua, kecuali mereka yang dicabut kekuasaannya.30 
Sebagai orang tua kandung baik laki-laki ataupun perempuan, juga 
dapat dicabut kekuasaan pegasuhannya kepada anaknya sendiri atas 
permintaan orangtua yang lain, yakni keluarga anak dalam garis keturunan 
lurus ke atas dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang 
berwenang. Pencabutan kekuasaan tersebut bisa dilaksanakan dengan alasan, 
yang pertama, orang tua kandung sangat melalaikan kewajiban kepadanya 
dan yang kedua, orang tua berkelakuan buruk sekali. Namun meski orang 
tua sudah dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban unutk 
memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. 
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang Perubahan atas Undang-
Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
 
30 Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan (Jakarta: t.p. 1974), 7-8  
 































   
 
Dalam undang-undang ini diatur dengan sangat terperinci tentang hak-
hak dan kewajiban seorang anak mulai sejak dalam kandungan samapai dia 
dianggap dewasa. Hal ini seperti yang termaktub dalam pasal 1 yang 
menjelaskan bahwa, yang dimaksudkan dengan perlindungan terhadap anak 
adalah segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta 
haknya, agar anak tersebut bisa hidup, tumbuh, berkembang dan 
berperestasi, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai macam 
kekerasan dan bentuk diskriminasi. 
Sedangkan yang dimaksud orang tua dalam undang-undang ini adalah 
ayah kandung, ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/ atau ibu angkat. 
Dan yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang hak 
pengasuhannya dialihkan kepada oran lain yang bertanggung jawab atas 
perawatannya, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut dalam 
lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan atas putusan atau penetapan 
pengadilan. Anak juga bisa dititipkan kepada seseorang atau lembaga untuk 
diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, 
hal ini dikarenakan orang tuanya atau salah satu orang tuanya menjamin 
tumbuh kembang anak secara wajar. 
Dan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  tentang 
Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa, setiap anak berhak untuk diasuh 
oleh orang tuanya sendiri, namun jika terdapat alasan dan / atau peraturan 
hukum yang sah dalam mengajukan pemisahan pengasuhan anak tersebut, 
 































   
 
ataupun hal itu dilakukan berdasarkan kepentinagan terbaik untuk anak serta 
merupakan pertimbangan terakhir, maka pemisahan pengasuhan terhadap 
anak diperbolehkan berdasarkan putusan pengadilan.31 
  
 
31 Lembaga Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Jakarta: t.p., 2014), 6.  
 


































PRAKTIK PEMISAHAN PENGASUHAN ANAK KEMBAR RAKET DI 
DESA PAOPALE LAOK KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN 
SAMPANG 
 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
Pada umumnya, kehidupan sosial masyarakat dipengaruhi oleh letak 
geografis daerah yang ditempati, sehingga akan terjadi perbedaan karakter pada 
masyarakat di satu wilayah, dengan masyarakat di wilayah lainnya. Seperti 
halnya yang terjadi di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten 
Sampang. Masyarakt di desa tersebut masih mempercayai kepercayaan yang 
cukup bersar kepada tradisi yang berlaku di masyarakat, yaitu tentang pemisahan 
pengasuhan anak kembar raket demi kelangsungan hidup si anak. Hal ini karena 
dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, faktor pendidikan, faktor 
geografis, faktor sosial, faktor agama, dan faktor budaya. 
1. Letak geografis dan struktur pemerintahan desa 
Desa Paopale laok, merupakan suatu desa yang memiliki letak georafis 
yang sangat jauh dari kota, sehingga kota ini masih desa yang jauh dari polusi. 
Desa Paopale Laok merupakan salah satu desa di Kecamatan Ketapang 



































   
 
Berdasarkan catatan yang terdapat di kantor kepala Desa Paopale Laok, 
penduduk di Desa tersebut 100% beragama Islam. Hal ini menunjukan bahwa 
masyarakat di Desa Paopale Laok lebih menganut pada ajaran Islam, sehingga 
corak dan tradisi budaya yang dilaksanakan di desa tersebut sangat kental 
dengan ajaran islam, namun masyarakat juga masih mempercayai tradisi-
tradisi yang berlaku secara turun-temurun oleh sesepuh mereka. Islam 
menjadi agama nomer satu di desa tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya: 
a. Yasinan  
Kegiatan yasinan merupakan kegiatan rutinitas para laki-laki baik 
bapak-bapak, remaja maupun anak-anak di desa tersebut. Rutinitas ini 
dilaksanakan setelah salat Isya di rumah rumah warga secara bergantian 
atau di musala-musala pribadi warga 
b. Diba>‘iyyah 
Kegiatan ini dilakukan setiap malam Jumat setelah salat Isyak di 
Musala ataupun di Masjid oleh para santri di desa tersebut. 
c. Jam‘iyyah Muslima>t 
Kegiatan ini dilakukan oleh para kaum perempuan, yang 
dilaksanakam dalam kurun waktu satu bulan satu kali secara bergantian. 
Desa Paopale Laok merupakan desa yang mayoritas warganya beragama 
Islam. Desa tersebut juga mempunyai fasilitas keagamaan yang cukup 
lengkap diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut: 
 































   
 
No Sarana Ibadah Jumlah 
1 Masjid 7 
2 Musala 2 
3 Greja  0 
 
2. Kondisi pendidikan  
Jika berbicara masalah pendidikan, maka hal ini akan sangat berkaitan 
erat dengan sarana dan prasana terkait lembaga pendidikan yang ada. Para 
bapak di Desa Paopale Laok rata-rata mengenyam pendidikan sampai tamat 
SD. Terdapat juga beberapa orang yang sudah umur 50 lebih ataupun yang 
sudah lansia yang buta huruf. Namun dikalangan kaum muda sekarang 
kesadaran akan pendidikan sudah sedikit mengalami peningkatan sehingga 
para generasi muda di Desa Paopale Laok rata-rata sudah tamat MA/SMA 
bahkan tidak sedikit mereka yang melangsungkan ke jenjang duni pendidikan 
yang lebih tinggi. 
Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Paopale Laok tidak lah sedikit 
hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga yang menampung para siswa 



































   
 
3. Kondisi sosial ekonomi 
Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat di Desa Paopale 
Laok berkecimpung di berbagai macam sektor mata pencarian. Rata-rata 
masyarakat di desa tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu 
dengan bercocok tanam serta melakukan perantauan baik di negara sendiri 
maupun di negara tetangga seperti Malaysia dan Arab Saudi. 
Desa Paopale Laok merupakan desa yang cukup padat penduduk, jumlah 
penduduk berdasarkan jumlah Daftara Pemilih Tetap (DPT) ketika proses 
pemilihan presiden kemaren kurang lebih sekitar 7000 jumlah penduduk, baik 
laki-laki maupun perempuan. Kecenderungan masayarakat dalam menganut 
kebisaan atau tradisi yang dilakukan adalah faktor eksternal yaitu masukan 
dari orang lain yang mereka temui di daerah perantauan.32 
 
B. Alasan Praktik Pemisahan Pengasuhan Anak Kembar Raket  Secara 
Terpisah  
1. Pengertian pemisahan pengasuhan anak kembar raket 
Seperti yang sudah dideskripsikan pada definisi operasional, bahwa 
kembar raket merupakan bayi yang lahir dalam keadaan berbeda jenis 
kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Bayi yang lahir dalam keadaan 
kembar yang seperti ini, memiliki banyak tradisi yang dipercayai oleh 
 
32 Mohammad Ibrahim (Kepadal Desa Paopale Laok), Wawancara, Sampang, 31 Maret 2021. 
 































   
 
masayarakat di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten 
Sampang. Di antara beberapa tradisi yang dipercayai yaitu, memisahkan 
pengasuhan anak, menganggotong anak dengan tangan kiri, serta 
meletakkannya di bawah pohon pisang, menikah kan anak kembar tersebut 
ketika sudah dewasa, memisahkan proses pemberian asi dan lain-lain. 
Tradisi yang seperti ini masih sangat kental di masyarakat pedesaan, 
khsusnya di Desa Paopale Laok. Namun seiring berjalannya waktu 
masyarakat sudah sedikit banyak bisa memfilter tradisi mana sajakah yang 
tidak bertentangan dengan agama dan yang bertentangan dengan agama. 
Beberapa tradisi yang sudah mulai di tinggalkan yaitu, menikahkan anak 
kembar setelah dewasa, menggotong salah satu anak kembar karena dianggap 
bala. Sedangkan untuk teradisi yang lain sampai sekarang, masayarakat masih 
ada yang mempercayainya. 
Pemisahan pengasuhan anak kembar raket  yang dilakukan oleh 
masayarakat di Desa Paopale laok dilaksanakan ketka anak kembar tersebut 
baru lahir. Pemisahan ini dilakukan atas saran dukun beranak dan beberapa 
msyarakat sepuh yang percaya terhadap tradisi tersebut. Pemisahan 
pengasuhan dilakukan dengan proses yang cukup unik, karena masih melalui 
prosesi tradisi jual beli. Prosesi ini dilakukan dengan cara memilih salah satu 
anak yang ingin dijual, baik laki-laki maupun perempuan, namun yang 
lumrah dijual adalah bayi perempuan. Bayi tersebut kemudian dilet akkan di 
atas talam dan diberikan kepada dukun beranak untuk kemudian dirawat 
dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. 
 































   
 
Prosesi tradisi yang seperti ini memang unik, hal ini seperti yang di 
ungkapkan oleh salah satu paman dari anak kembar raket atas nama Moh Juri, 
beliu mengatakan: 
Iya lek, saya tau betul terhadap prosesi pemisahan pengasuhan anak 
kembar tersebut, dengan tradisi menjualnya. Kebetulan dulu saya kaka 
saya dan istri kakak yang sedang hamil besar masih merantau di Timika 
dan lahir di sana. Sebelum lahir, dari hasil USG ternyata diketahui bahwa 
bayi yang masih dalam kandungan kembhâr laké’ biné’ (laki-laki dan 
perempuan).33 Maka kerabat-kerabat di rumah memberikan saran untuk 
memisahkan pengasuhan anak tersebut, dan ternyata teman teman saya 
yang di Timika juga percaya akan hal itu. Maka kami laksanakan 
pemisahan tersebut dengan cara tradisi menjualnya kepada dukun 
beranak, seharga 150,000,00 dengan prosesi yang cukup unik, yaitu 
meletakkan bayi perempuan di atas leser terus kami serahkan kepada 
dukun beranak untuk dirawat selama kurang lebih 40 hari, lalu kami tebus 
dengan harga 250,000,00 serta beberapa sembako.  Walapun anak tersebut 
sudah di tebus maka tidak boleh di rawat oleh orang tua tapi masih di 
titipkan dan dirawat oleh kerabatnya di Madura, hal itu berlansung sampai 
sekarang sampai anak berumur 12 tahun.34 
 
Perlu kita garis bawahi bahawasanya transaksi yang dilakukan bukanlah 
transaksi jual beli anak secara ilegal yang biasa dikenal dengan istilah 
trafficking anak, istilah tersebut hanya sebatas tradisi yang didapatkan oleh 
tua si anak kembar atas masukan dari beberapa orang. 
Menurut masyarakat setempat mengatakan bahwa: 
Sebenarnya kebiasaan yang seperti ini masih dilema dalam masyarakat. 
Ada yang masih percaya, ada juga yang tidak. Namun jika dipercaya 
sebenarnya juga tidak apa-apa mengingat itu hanya sebuah tradisi dan sebagai 
sarat supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan terhadap anak.35 
 
33 Muhri Mohtar, Kamus Madura-Indonesia Kontemporer, 06 ed. (Bangkalan: Yayasan Arraudlah, 
2016), 17-126.  
34 Moh. Raji, Moh. Juri, Wawancara, Sampang, 8 Maret 2021. 
35 Pak. Maryamah, Ning Sup, Wawancara, Sampang 8 Maret 2021. 
 































   
 
Pada subjek yang berbeda, terdapat sepasang anak kembar raket yang 
sekarang sudah dewasa, serta yang kakak sudah mempunyai anak dari hasil 
pernikahannya dengan wanita pilihannya, beliau mengatakan:   
Dulu ketika saya dan adek saya mau lahir dipenuhi kebingungan, 
pasalnya saya dan adek saya yang perempuan itu berselisih waktuk kurang 
lebih 12 jam. Adek saya lahir ketika matahari hamir tenggelam, dan ketika 
adek saya sudah keluar, maka si dukun tadi menggotong adek saya 
menggunakan tangan kirinya seraya berkata, minggir-minggir ini 
penyakit, lalu meletakkan adek saya tepat di bawah pohon asam, karena 
kebetulan di depan rumah terdapat pohon asam. Sesudah itu adek saya di 
pindah lagi tepat di bawahnya pohon pisang. Namun karena dipenuhi rasa 
penasaran, embak saya mengahampiri adek saya dan menyentuhnya 
menggunakan kayu. Selang beberapa detik kemudian embak saya melihat 
kalau adek saya yang sedang ada di bawah pohon pisan itu membuka 
matanya, lalu diambil dan dibersihkan. Setelah kejadian itu ternyata si 
dukun beranak memberikan saran jika anak ini masih ingin bisa tetap 
hidup maka harus di pisah dan akan di anggap sebagai anak dari dukun 
beranak tadi, serta ketika sudah dewasa nanti kedua anak tersebut akan 
dinikahkan.36 
 
Begitulah tradisi dan kepercayaan tentang prosesi pemisahan pengasuhan 
anak kembar raket di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten 
Sampang. 
2. Alasan orang tua terhadap pemisahan pengasuhan 
Orang tua merupakan manusia pertama di dunia yang memiliki rasa kasih 
sayang tanpa batas kepada anaknya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh 
orang tua kepada anaknya semata-mata karena rasa kasih sayang yang tiada 
tandingannya di dunia. 
Pemisahan pengasuhan anak kembar yang dilakukan oleh orang tua di 
Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang juga salah satu 
 
36 Juri, (Kembar Raket), Wawancara, Sampang, 31 Maret 2021. 
 































   
 
bentuk rasa sayang orang tua karena takut salah satu dari anaknya ataupun 
keudanya meninggal, maka dilakukan pemisahan terhadap salah satu anak 
tersebut. 
Pemisahan ini ternyata bukan hanya terjadi di Desa Paopale Laok 
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, melain juga terjadi di desa 
tetangga tepatnya di Desa Ketapang Laok dengan kecamatan yang sama. 
Namun di Desa Ketapang Laok tidak ada tradisi menjual, hanya sebatas 
pemisahan pengasuhan anak yang diberikan kepada kerabat terdekat. 
Meskipun di Desa Ketapang Laok memiliki tradisi pemisahan pengasuhan 
yang berbeda terhadap anak kembar raket, namun esensi dari adanya 
pemisahan tersbut masih sama, yaitu supaya salah satu dari anak kembar 
tersebut atau keduanya tidak meninggal ataupun sakit-sakitan. 
Perbedaan yang lain, tentang adanya pemisahan anak kembar raket  di 
dua desa tersebut yaitu: 
a. Pemisahan pengasuhan anak di Desa Paopale Laok 
1) Ketika diketahui anak yang akan lahir adalah anak kembar raket maka 
akan dilakukan pemisahan anak dengan cara tradisi menjualnya  
2) Jika anak kedua lahir selisih waktu yang cukup lama dan pada hari-hari 
serta waktu tertentu maka anak tersebut akan dianggap pembawa sial 
atau bala’ 
3) Anak kembar raket  yang sudah dewasa menurut dukun beranak yang 
suda sepuh bisa dinikahkan 
b. Pemisahan pengasuhan anak di Desa Ketapang laok 
 































   
 
1) Anak kembar raket dilakukan pemisahan tanpa adanya tadisi 
menjualnya. 
2) Dalam pengasuhan anak kembar raket  yang diberikan asi hanya anak 
perempuan, dan ada sebagian yang mengatakan boleh semuanya 
diberikan asi namun dengan cara dipisah pula. Jika anak laki-laki 
diberikan asi dari payudara sebelah kanan, maka bayi perempuan 
dikirimkan asi dari payudara sebelah kiri, begitupun sebaliknya. 
3) jika sudah desawa anak kembar raket tidak dapat di nikahkan 
4) jika anak diberikan warisan berupa tanah, maka letak tanah waris 
tersebut harus berdampingan. 
3. Tanggapan tokoh masyarakat terhadap proses pemisahan pengasuhan anak 
kembar raket 
Para tokoh masyarakat khusnya para pemuka agama memang sangat 
menentang keras terhadap perbuatan tersebut khsusnya pada tradisi penjualan 
dan menikahkan pasangan bersaudara meskipun dia adalah kembar raket, 
mengingat tradisi tersebut merupakan peninggalan sesepuh yang belum pasti 
dari mana asal usul tradisi tersebut, dan untuk apakah diberlakukannya tradisi 
tersebut, karena pada hakikatnya hidup dan mati, sakit dan sehat manusia 
merupakan kekuasaan Allah. 
Salah satu pemuka agama di daerah tersebut, memberikan tanggapan 
terhadap adanya tradisi pemisahan pengasuhan anak kembar raket yang 
terjadi di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang 
adalah KH. Misru’i yang merukan pengasuh Madrasah Diniah Asasul Banin, 
beliau memberikan tanggapang sebagai berikut:  
 































   
 
Sebenarnya tradisi dan kebisaan yang seperti itu lahir dari kepercayaan 
masyarakat dan masukan dari sesepuh yang berlaku secara turun temurun. 
Saya juga bingung, bagaimana masyarakat bisa lebih mempercayai tradisi 
tersebut, padahal syariat yang jelas-jelas dianjurkan oleh Rasulullah saja tidak 
di hiraukan, apalagi melaksanakannya, seperti halnya tasyakuran pada waktu 
kandungan berumur empat bulan, mengumandangkan azan dari orang tua, 
diberi nama baik dan bermakna dan lain-lain. Saya sebenarnya juga berusaha 
untuk menghapuskan tradisi dan kebiasaan yang tidak baik yang sudah 
kadung tertanam di benak masayarakat di sini, namun saya tidak bisa 
mengubahnya sekaligus, namun harus perlan-lahan, karean tradisi tersebut 
masih cukup kental khususnya bagi para  orang tua kita yang masih memiliki 
cara pandang yang kuno.37 
 
Pada dasarnya masyarakat di daerah tersbut sudah banyak yang tidak 
setuju dengan tradisi tersebut, khusuunya mereka yang sudah memiliki 
kapasitas keilmuan yang cukup dalam mengenyam ilmu pendidkan maupun 
ilmu agama. Hal ini juga dibuktikan dengan tanggapang salah seorang guru 
yang berada di daerah tersebut: 
Pada intinya apa yang diucapkan oleh manusia itu kan merupakan do’a, 
jadi janganlah kita mengucapkan hal yang tidak-tidak dan berperasangka 
yang tidak-tidak karena tidak menutup kemungkinan apa yang kita 
perasangkakan akan terjadi. Ya...! itu salah satu contohnya, jika 
menganggapatau mengatakan anak kembhâr laké’ biné’ (laki-laki dan 
perempuan)38 jika tidak dipisah akan mati ya kemungkinan akan mati, karena 
ucapan merupakan sebagian dari do’a. Dan ketika kita sudah tidak percaraya 
dan ternyata anak kembar kita mati juga, ya itu memang sudah takdir Allah 
tidak usah diperdebatkan lagi. Contohnya seperti saya, banyak orang yang 
mengatakan, jika istrinya sendang mengandung maka suami tidak boleh 
membunuh hewan tidak boleh melakukan ini dan itu, tapi saya masih tetap 
melakukannya karena saya tergabung dalam komutas berburu serta tuntan 
konten, namun saya tidak memberi tahu siapapun, supaya masyarakat 
mengatakan hal-hal yang buruk tentang anak saya, alhamdulillah anak saya 
lahir normal dan sehat.39 
 
 
37 KH. Misru’i (Tokoh Agama), Wawancara, Sampang, 31 Maret 2021. 
38 Muhri Mohtar, Kamus Madura-Indonesia Kontemporer, 06 ed. (Bangkalan: Yayasan Arraudlah, 
2016), 17-126.  
39 Fitria, (Guru SD), Wawancara, Sampang, 31 Maret 2021. 
 































   
 
Begitulah apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang berhasil 
diwawancarai. Pada dasarnya masyarakat di Desa Ketapang Laok Khusunya 
mereka yang sudah mempunyai kapasitas ilmu yang cukup, menolak 
kebiasaan yang telah berlaku di desanya tersebut, karena tidak sesuai denagan 
syariat Islam. 
 
C. Proses Pengasuhan Anak Kembar Raket di Desa Paopale Laok Kecamatan 
Ketapang Kabupaten Sampang 
Ketika bayi kembar tersebut lahir, dan diketahui bahwa bayi tersebut 
mempunyai jenis kelamin yang berbeda, maka salah satu anak kembar tersebut 
akan dipisah pengasuhannya dengan cara tradisi menjualnya kepada dukun 
beranak, atau kepada siapapun yang masih dalam lingkaran kerabat si anak. 
Tradisi menjual anak kembar raket di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang 
Kabupaten Sampang tersebut dilakukan hanya kepada dukun beranak yang 
sudah sangat dikenal, ataupun kepada kerabat terdekat, supaya tidak terjadi hal 
yang tidak diinginkan seperti halnya, bayi kembar raket yang dipasrahkan 
pengasuhannya kepada orang lain tidak diwaba lari oleh orang yang tidak 
bertanggung jawab ataupun hal-hal lain yang berakibat negatif kepada anak. 
Meskipun anak sudah berada di asuhan dukun beranak, maka segala 
kebutuhan anak masih di tanggung oleh orang tua kandung, ada juga yang 
dipasrahkan tanpa menanggung beban biaya perawatan yang dikeluarkan oleh 
dukun beranak. namun ketika proses penebusan nanti akan sedikit mahal. Proses 
 































   
 
pengasuhan seperti ini tergantung dari kesepakatan antara dukun beranak dan 
orang tua anak kembar. 
Masa pengasuhan yang dilakukan oleh dukun beranak sangatlah bervariasi, 
tergantung pada kesepakatan yang dilakukan oleh orang tua dengan si anak 
kembar. Namun batas minimal pengasuhan yang dilakukan oleh dukun beranak 
yaitu samapai pada 40 hari, 1 bulan, 1 tahun, sampai, bahkan ada juga yang 
sampai dewasa dan dinikahkan dengan kembarannya. 
Setelah masa yang ditentukan berakhir, maka anak yang sudah ditebus tadi 
tidak diperbolehkan unutk diasuh bersamaan dengan saudara kembarnya, 
melainkan harus dipisahkan lagi dengan cara dititipkan kepada kerabat 
terdekatnya. Proses pengasuhan yang seperti akan terus berlangsung sampai 
anak kembar tersbut dewasa. 
Orang tua kandung dari anak kembar juga diperbolehkan untuk menjenguk 
anaknya sesekali, serta juga diperbolehkan untuk menyusuinya, jika anak yang 
diasuh oleh orang lain adalah anak perempuan maka anak tersebut diperbolehkan 
untuk disusui, namun jika anak yang diasuh oleh oranglain adalah anak laki-laki 
maka ibu kandung dari anak tersebut tidak boleh menyusui, sedangkan susu 



































   
 
No Nama-nama Anak Kembar Raket Keterangan 
1 Sofia - Imam Dipisah dan masih hidup 
2 Juri – Junawiyah Dipisah dan masih hidup 
3 Faiz Nabil – Nabila Dipisah dan masih hidup 
4 Anak dari Ibu tupah Kedua anknya meninggal  
5 Anak dari Ibu Munakib Anak laki-lakinya meninggal 
6 Anak dari Ibu Murti Anak laki-lakinya meninggal 
 
Perlu diketahui bahwa, di beberapa daerah yang memiliki anak kembar 
raket memiliki cara ataupun tradisi yang berbeda dalam melakukan pemisahan, 
namun masayarakat di satu kecamatan tersebut memiliki kepercayaan yang sama 
dalam melakukan pemisahan terhadapa anak kembar raket yaitu mengingnkan 





































ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMISAHAN 
PENGASUHAN ANAK KEMBAR RAKET DI DESA PAOPALE LAOK 
KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG 
 
A. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Pemisahan Pengasuhan Anak 
Kembar Raket 
Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pemeliharaan anak 
terdapat pada bab XIV mulai dari pasal 98 sampai pada pasal 112. Dalam pasal-
pasal tersebut mengatur hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. 
Diantara beberapa pasal yang terdapat dala Kompilasi Hukum Islam yaitu pada 
pasal 104 ayat (2) bahwa kurun waktu penyusuan yang dilakukan kepada anak 
adalah dua tahun, namun apabila ingin dilakukan penyapihan pada anak tersebut 
sebelum masa 2 tahun maka diperbolehkan berdasarkan izin dari orang tua 
kandung anak tersebut. Beda halnya dengan keadaan yang didapatkan oleh anak 
kembar raket mereka tidak mendapatkan asi sama sekali dari ibu kandung karena 
langsung dilakukan pemisahan ketika anak sudah keluar dan diketahui dalam 
keadaan kembar raket. 
Raket sendiri adalah anak yang kembar dalam keadaan berbeda jenis 
kelamin, lantas dilakukan pemisahan pengasuhan terhadap anak kembar raket 
tersebut shingga hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak tersebut tidak 
terpenuhi.  
 































   
 
Prilaku tersebut tidak diperbolehkan dan menentang terhadap hukum-
hukum yang mengatur tentang hak-hak anak khususnya dalam Inpres No. 1 
tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam.  
Permasalahan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban yang 
seharusnya didapatkan oleh anak merupakan unrgensitas yang sangat pernting 
untuk diperhatikan, hal ini dimaksudkan agar anak mempunyai keamanan dan 
perlindungan dalam suatu negara termasuk di Indonesia. Supaya anak-anak 
Indonesia terjamin kemanannya dan mendapat perlindungan dari negara, maka 
diperlukan hukum atau aturan yang sesuai dengan situasi dan kondisi 
masyarakat. Hal ini sudah dibuktikan oleh negara, dengan adanya berbagai 
peraturan-peraturan yang membahas tentang hak-hak dan kewajiban yang harus 
didapatkan oleh anak. Namun tidak cukup hanya sebatas diberlakukannya 
sebuah undang-undang, melainkan masyarakat juga harus memiliki kesadaran 
tentang pentingnya pemeliharaan terhadap anak. Karena peraturan yang baik 
bukan semata-mata peraturan yang stagnan ketika sudah disahkan, melainkan 
peraturan yang bisa diterapkan di masayarakat dan memberikan dampak positif 
bagi masyarakata, dalam hal ini kegigihan serta kesadaran masyrakat dalam 
mentaati peraturan-peraturan tersebut. Dan tidak tidak menutup kemungkinan 
unutk melakuan revisi atau perubahan sehingga bisa tercipta sebuah 
kemaslahatan yang merakyat. 
Semua unsur yang terdapat dalam negara baik pemerintah, masyarakat, 
kelauarga dan orang tua, memiliki kewajiban dalam melaksanakan perlindungan 
terhadap anak meliputi, perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan 
 































   
 
dan sosial. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan suatu negara 
tergantung dari tumbuh kembang generasi-generasi muda dalam suatu negara. 
Upaya perlindungan yang dilakukan terhadap anak, baik anak laki-laki maupun 
perempuan merupakan suatu bentuk pemberian rasa aman dan nyaman kepada 
anak. Serta diharapkan pula kualitas perlindungan yang diberikan kepada anak 
memiliki keududukan yang sama dengan perlindunga yang diberikan kepada 
orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, karena semua orang memiliki 
kedudukan yang sama di depan hukum, equality before the law. 
M. Philipus Hajon membedakan perlindungan hukum atas dua bagian yaitu: 
1. Perlindungan Hukum Preventif 
Perlindungan hukum preventif, merupakan perlindungan pencegahan 
yang diberikan kepada masyarakat sebelum terjandinya suatu permasalahan. 
2. Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan hukum represif, merupakan perlindungan penyelesaian yang 
diberikan kepada masayarakat, supaya masyarakat tidak berlarut-larut dalam 
masalah yang dihadapi. 
Jika kita menelaah bersama terhdapa mayoritas pasal-pasal yang terdapat 
dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bentuk suatu perlindungan hukum 
prefentif, yaitu memberikan perlindungan pencegahan terhadap hal-hal buruk 
yang akan terjadi pada anak dalam masa tumbuh kembangnya.  
Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam bukunya yang berjudul Maidin 
Gultom memberikan pendapat bahwa, perlindungan hukum bagi anak-anak 
merupakan suatu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia Namun 
 































   
 
cara pendekatan yang seharusnya dilakukan tidak hanya sebatas pendekatan 
yuridis, namun perlu juda melakukan pendekatan yang lebih luas yaitu, 
pendekatan ekonomi, sosial dan budaya. 
Negara juga sangat antusias dalam mengurusi hak-hak yang harus 
didapatkan oleh anak, karena keberlangsunga dan kemajuan suatu negara akan 
ditangguhkan kepada generasi muda yakni anak itu sendiri. Kualitas seorang 
anak di masa depan akan sangat ditentukan oleh lingkungan sekitar, serta sikap 
dan pola sauh yang diterapkan oleh orang tua kepada anak sejak dini. 
Cara pandang dan karakteristik seorang anak, tergantung pemeliharaan 
terhadap anak, dan juga dipengaruhi oleh pendidikannya yang baik. Semua 
komponen tersebut bisa berjalan dengan baik jika orang tua dapat bekerjasama 
dan saling membantu. Dan hal itu akan mudah dilakukan jika dalam keluarga 
tersebut tercermin kehidupan keluarga yang sakinah dan mawaddah. Dalam 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan 
Anak, pasal 26 dijelaskan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua 
terhadap anaknya bahwa: 
  
 































   
 
1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab unutk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak  
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 
minatnya 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 
2. Dalam  hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau 
karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan suatu kewajibannya, maka 
kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksudkan pada 
pasal (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 
 
Kewajiban dan tanggung jawab orang tua juga disebutkan dalam 
UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada 
pasal 45 menyebutkan bahwa : 
1. Kedua orang tua wajib memelihara anak dan mendidik anak-anak mereka 
dengan..sebaik-baiknya 
2. Kewajiban orang tua yang disebutkan dalam pasal (1) ini akan terus 
berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban yang 
dimaksudkan masih tetap berlaku meskipun orang tua telah berpisah 
Pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 1tahun 1974 dijelaskan bahwa 
seorang anak juga bisa dia alih asuhkan dari orang tua kandungnya kepada orang 
lain atas permintaan orang tua yang lain, dalam garis keturunan lurus ke atas 
ataupun pada saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, 
berdasarkan keputusan pengadilan. Namun pencabutan hak asuh anak terhadap 
orang tua kandung tidak serta merta dilakukan, melainkan berdasarkan 
melainkan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum diantaranya: 
1. Orang tua kandung tidak mempedulikan dan melalaikan kewajibannya 
dalam merawat dan mengurus segala kebutuhan anak. 
2. Orang tua kandung memiliki prilaku yang sangat buruk sekali. 
 































   
 
Namun meskipun hak kekusaan pengasuhan orang tua kandung dicabut oleh 
pengadilan berdasarkan alasan-alasan di atas, mereka masih deperbolehkan 
untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersbut. 
Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur tentang batasan usia anak bisa 
dikatakan dewasa ketika sudah berumur 21 tahun, serta anak tersebut tidak 
mengalami cacat fisik maupun mental, atau belum pernahmenikah. Pengadilan 
agama juga dapat menunjuk salah seorang kerabata terdekat yang dianggap 
mampu menunaikan pengasuhan anak tersebut, hal ini termaktub dalam pasal 98 
Kompilasi Hukum Islam. 
Pada pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Juga dijelaskan bahwa yang 
memiliki kewajiban dalam merawat dan mengasuh anaknya adalah orang tua 
kandung si anak. Pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kandung meliputi 
pengasuan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Serta 
dalam pasal 104 dijelaskan bahwa semua biaya anak yang sedang menyusui 
dipertanggung jawabkan sepenuhnya kepada ayah. Namun jika ayahnya 
meninggal dunia, maka beban baiay penyusuannya diberikan kepada orang yang 
berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya  atau walinya. Masa penyusuan 
dilakukan paling lama dua tahun, namun dapat dilakukan masa penyapihan 
meskipun dalam usia kurang dari dua tahun atas persetujuan ayah dan ibunya. 
Pemeliharaan pengasuhan anak yang belum mumayiz dijelaskan dalam 
pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa, pengasuhan anak yang masih belum 
mumayiz atau belum berumur 12 tahun lebih diutamakan kepada ibunya, namun 
jika anak sudah mumayiz, maka anak diberikan kebebasan untuk memilih 
 































   
 
dengan siapa dia akan tinggal dan sebagai pemegang hak pemeliharaannya, serta 
semua yang berkaitan dengan proses pemeliharaannya ditanggung oleh ayah. 
Sedangkan kronolgisnya, pemeliharaan anak yang dilakukan di Desa 
Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang melakukan pemisahan 
pengasuhan anak kembar raket  hanya berdasarkan saran dari para leluhur 
dengan tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan. Jika kasus 
pemisahan pengasuhan anak kembar raket ini di tarik sebuah benang mereh 
beradasarkan hukum positif bahwa: 
1. Praktik pemisahan pengasuhan anak kembar raket yang dilakukan telah 
melanggar pasal 77 ayat (3), 105  Kompilasi Hukum Islam, pasal 49 
Undang-Undang Nomor 1.tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana 
orang tua tidak ada alasan yang dibernarkan secara hukum dalam 
melakukan pemisahan pengasuhan terhadap anak kemabar raket  
tersebut 
2. Dampak dari tidak diasuhnya anak tersebut sudah menghilangkan hak 
anak untuk diasuh oleh orang tua kandung 
Jika dilihat dari beberapa pertimbangan yang dideskripsikan di atas, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kasus pemisahan pengasuhan anak kembar raket yang 
terjadi di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, sangat 
tidak dibernarkan. Mengingat kronologis yang terjadi terhadap pemisahan 
pengasuhan anak tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang telah dideskrepsikan di atas. 
 































   
 
Praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paopale Laok Kecamatan 
Ketapang Kabupaten Samapang terhadap pemisahan pengasuhan anak kembar 
raket, merupakan perbuatan yang melanggar syariat Islam dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan atau hukum positif. 
 Namun dari beberapa informasi yang didapatkan melalui masyarakat 
setempat dan khusunya para tokoh agama bahwa praktik pemisahan pengasuhan 
anak kembar raket terlebih khususnya tradisi yang tersirat dalam pemisahan 
tersebut dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia 
khusunya hukum-hukum Islam sedikit demi sedikit sudah mulai ditinggalkan. 
Hal ini tidak lepas dari peran para tokoh agama dan para masyarakat yang 
memiliki kualitas pendidikan yang cukup, sudah tidak mempercayai tradisi 
pemisahan tersebut. 
Pemisahan pengasuhan anak kembar raket yang terjadi di Desa Paopale 
Laok adalah sebuah praktik pengasuhan yang terjadi berdasarkan kebiasaan serta 
kepercayaan yang wariskan secara turun temurun oleh nenek moyang desa 
tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya bukti autentik yang 
menjelaskan adanya praktik pemisahan anak kembar raket tersebut. Sampai 
sekarang, masih ada masyarakat yang menggunakan tradisi tersebut sebagai 
jalan keluar ketika mendapati anak mereka lahir dengan memiliki jenis kelamin 
yang berbeda atau raket. Masyarakat masih mempercayai adanya tradisi itu 
karena tidak sedikit fakta yang mengatakan, jika anak kemabar tersebut berbeda 
jenis kelamin dan tidak dipisah maka salah satu anak tersebut akan sering sakit 
bahkan meninggal dunia. 
 































   
 
Proses dari pemisahan anak kembar raket  itu juga cukup menarik perhatian, 
pasalnya masih terdapat prosesi akad jual beli yang terjadi antara orang yang 
mau mengasuh dan orang tua kandung anak. Menariknya, proses akad transaksi 
itu bukan hanya terjadi pada anak kembar yang memiliki jenis kelamin yang 
berbeda, bahkan pada anak yang sering sakit juga dilakukan transaksi jual beli 
pada dukun beranak. Sedangkan anak yang lahir tengkurap diakui sebagai anak 
dari dukun beranak tersebut lantas ditebus oleh orang tua kandung anak. Proses 
transaksi tersebut hanyanyalah sebuah terdisi dan berujung pada penebusan 
terhadap anak tersebut untuk dimiliki kembali tanpa adanya proses pengasuhan 
yang dilakukan oleh dukun beranak atau orang yang membeli anak seperti 
halnya bayi yang lahir berbeda jenis kelamin atau raket. 
 
 
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pemisahan Pengasuhan Anak 
Pemisahan pengasuhan yang terjadi di Desa Paopale Laok sangat tidak 
relevan dengan praktik pengasuhan yang terdapat dalam Islam atau yang dikenal 
dengan istilah hadanah. Islam sangat menjungjung tinggi hak-hak yang harus 
didapatkan oleh anak dan kewajiban orang tua dalam proses pengasuhan 
terhadap anak. 
Dalam mazhab Syafii, hadanah dijelaskan sebagai pengasuhan dan 
penjagaan terhadap orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, yaitu 
mengasuh dengan cara dapat mendatangkan hal-hal kebaikan dan 
 































   
 
melindunginya dari sesuatu yang memudaratkan. Pengasuhan ini juga mencakup 
pengasuhan terhadap orang gila, orang dungu, walaupun dia telah dewasa. 
Salah satu dalil yang membolehkan adanya praktik hadanah adalah: 
َضاَعةَۗ  الرَّ يُِّتمَّ  اَْن  اََرادَ  ِلَمْن  َكاِملَْيِن  َحْولَْيِن  اَْواَلدَُهنَّ  يُْرِضْعَن  َوَعلَى   َواْلٰوِلٰدُت 
لَ  رَّ   هُ اْلَمْولُْوِد  تَُضاٰۤ اَل  ُوْسعََها  ااِلَّ  َنْفٌس  تَُكلَُّف  اَل  ِباْلَمْعُرْوِفۗ  َوِكْسَوتُُهنَّ  ِرْزقُُهنَّ 
لَّ  َوَعلَى اْلَواِرِث ِمثُْل ٰذِلَك فَِاْن اََرادَا فَِصااًل َعْن  هِ ِبَولَدِ  هُ َواِلدَةٌ ِۢبَولَِدَها َواَل َمْولُْودٌ 
َوتََشاُوٍر فَاَل جُ  ْنُهَما  ا اَْواَلدَُكْم فَاَل تََراٍض م ِ َناَح َعلَْيِهَمۗا َواِْن اََرْدتُّْم اَْن تَْستَْرِضعُْوْٓ
َ بَِما تَ  ا اَنَّ ّٰللاه َ َواْعلَُمْوْٓ آْ ٰاتَْيتُْم ِباْلَمْعُرْوِفۗ َواتَّقُوا ّٰللاه ْعَملُْوَن ُجَناَح َعلَْيُكْم اِذَا َسلَّْمتُْم مَّ
 َبِصْيرٌ 
Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung 
makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak 
dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu 
dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita 
karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah 
antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin 
menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu 
memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan.40 
 
Jika dilakukan komparasi dari dalil di atas dengan praktek tradisi pemisahan 
pengasuhan anak kembar raket yang terjadi di Desa Paopale Laok Kecamatan 
Ketapang Kabupaten Sampang, memiliki diskrepansi yang sangat jauh dan 
sangat signifikan. Islam memeng memperbolehkan adanya hadanah yang boleh 
dilakukan bagi mereka yang tidak bisa mempertahankan keluarga mereka yakni 
 
40 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit 
Diponegoro, 2010), 36. 
 































   
 
bercerai, istri turut membantu suami dalam mencari nafkah karena kebutuhan 
pokok rumah tangga tidak tercukupi. Namun kronologis yang terjadi di Desa 
Paopale Laok Kecamtan Ketapang Kabupaten Sampang memiliki perbedaan 
yang jauh dengan syarat-syarat diperboleh kannya melakukan hadanah dalam 
Islam, mengingat apa yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut dalam  
melakukan pemisahan pengasuhan hanya berdasarkan kepercayaan yang belum 
pasti kebenarannya dari sudut pandang biologis apalagi dari sudut pandang 
agama Islam. 
Hadanah dalam Islam dilaksanakan berdasarkan anjuran-anjuran syariat, 
mulai dari alasan kenapa harus dilakukan hadanah, hingga orang yang akan 
menerima hadanah turut dipertimbangkan dalam Islam, hal ini bertujuan unutk 
memelihara tumbuh kembang karakter anak. Pada dasarnya Islam mewajibkan 
adanya pengasuhan terhadap anak yang baru lahir untuk merewat dan mendidik 
anaknya terhadap orang tua kandungnya, kewajiban pengasuhan yang harus 
dilaksanahk orang tua kepada anaknya sebagai berikut: 
1. Memberikan nama yang baik kepada anak 
2. Ibu hendaknya menyusui anaknya jika tidak ada uzur syar’i yang 
menghalanginya unutk menyusui 
3. Mengasuh dan membimbing anak sendiri (bukan dititipkan pada orang lain 
atau pada pembantu) 
4. Mengkhitan anak 
5. Mengajari anak membaca al-Qur’an, salat, puasan, dan akhlak 
 































   
 
6. Mengajari anak unutk menaiku kuda, berenang dan memanah 
7. Memberi nafkah dan rezeki yang halal sampai anak mandiri atau menikah. 
8. Memilihkan teman yang baik 
9. Berbuat adil kepada semua anak-anaknya 
10. Menjadi contoh yang baik bagi anaknya 
11. Mencarikan pendamping yang saleh, salihah untuk anak-anaknya 
Praktik pemisahan pengasuhan anak yang dilakukan di Desa Paopale Laok 
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang cukup menuai kontroversi di 
masyaraka, pasalnya praktik pemisahan pengasuhan ini dikemas dengan cara-
cara yang melanggar syariat Islam, karena prosesi dan penindak lanjutan dari 
adanya pemisahan pengasuhan anak kembar raket tersebut, merupakan suatu 
tradisi yang diadopsi dari keyakinak masyarakat terdahulu, yang notabene para 
leluhur tersebut masih mempunyai keyakikan terhadap wangsit dan hal-hal 
ghaib. 
Berdasarkan hasil analisi dari data-data yang telah dikumpulkan bahwa 
tradisi pemisahan pengasuhan anak kembar raket di Desa Paopale Laok 
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tergolong dalam kategori al-‘urf al-
fa>sid karena kebisaan yang dilakukan oleh masyaratak di daerah tersebut 
bertentangan dengan syarak. Dan jika dilihat dari pengertian hadanah sendiri dan 
kewajiban kepada anak, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, 
pemisahan pengasuhan anak kembar raket dengan berbagai tradisi yang ada di 
Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tidak dibenarkan, 
 































   
 
karena tradisi praktik pemisahan anak kembar raket tersebut tidak sesuai dengan 
syariat Islam. 
Hal ini berdasarkan bukti dari data-data yang dikumpulkan, bahwa anak 
yang lahir dalam keadaan berbeda jenis kelamin akan dila kukan pemisahan 
pengasuhan dengan cara tradisi menjualnya, Kemudian setelah besar anak 
tersebut akan dinikahkan. Syaria yang seperti ini tidak pernah diajarkan dalam 
Islam, dan haram hukumnya melakukan pernikahan dalam satu muhrim. 
 
C. Hasil Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Pemisahan Anak 
Kemabar Raket di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten 
Sampang 
Berdasarkan penjelasan yang telah dideskripsikan diatas oleh peneliti 
tentang praktik pemisahan anak kembar raket di Desa Paopale Laok Kecamatan 
Ketapang Kabupaten Sampang merupakan sebuah praktek pemisahan yang 
tidak diperbolehkan, karena hak-hak anak yang seharusnya didapatkan menjadi 
tidak terpenuhi akibat dari adanya pemisahan tersebut, serta prilaku tersebut 
merupakan praktik yang tidak dibenarkan berdasarkan aturan-aturan hukum 
yang berlaku di Indonesia khusunya Kompilasi Hukum Islam yang membahas. 
  
 





































Tradisi pemisahan pengasuhan yang dilakukan di Desa Paopale Laok 
Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara yang cukup 
unik, yaitu bayi yang baru lahir dengan jenis kelamin perempuan diletakan di 
atas talam, lalu bayi tersebut diberikan kepada dukun beranak dengan tradisi di 
jual. Kemudian anak tersebut diasuh selam waktu yang sudah disepakati. 
Selama bayi dalam asuhan dukun beranak, bayi tersebut tidak mendapatkan asi 
dari orang tua kandung melainkan digantikan dengan susu bubuk. Setelah 
waktu pengasuhan jatuh tempo anak tersebut ditebus. Meskipun sudah ditebus 
bayi perempuan tidak boleh dirawat bersama dengan saudara kembarnya 
melainkan dititipkan kepada kerabatnya. 
Dalam hukum Islam dan Hukum positif kegiatan pemeliharaan atau 
hadanah yang diberikan kepada orang lain memang ada, namun hal tersebut 
harus berdasarkan alasan yang sesuai dengan syarak ataupun alasan yang sah 
menurut hukum positif. Sedangkan tradisi pemisahan pengasuhan anak Kembar 
raket di Desa Paopale Laok Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tidak 
sesuai dengan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan di 
Indonesia, yang mana dalam peraturan yang berlaku di Indonesia 
 































   
 
baik hukum Islam maupun hukum postif sangat menjung jung tinggi hak-hak 
yang harus didapatkan oleh anak. 
 
B. Saran 
Sebaiknya dalam melaksanak sebuah tradisi khusunya, tradisi-tradisi yang 
berkaitan dengan kelaurga haruslah kita memfilternya terlebih dahulu, jangan 
menelannya mentah-mentah. Apalagi kita sebagai umat muslim, telah diberikan 
contoh oleh Nabi Muhammad saw dan penjelasan oleh ulama mujta>hidi>n 
tentang tradisi-tradisi yang baik dan buruk. 
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